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BAB III 

 PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Syarat dan prosedur diversi dalam sistem peradilan pidana anak secara 

normatif telah cukup selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Syarat diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA 

bukanlah syarat yang berdiri tunggal sebagai penentu akses diversi, melainkan 

merupakan standar awal yang dilengkapi oleh syarat-syarat substantif lain, 

yakni dengan kewajiban mempertimbangkan Litmas dari Bapas sebagaimana 

diatur dalam UU SPPA. Inkonsistensi normatif Pasal 7 ayat (2) UU SPPA 

dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 

mengenai rumusan syarat pengulangan tindak pidana terlalu luas, tetap menjadi 

catatan normatif dan memerlukan harmonisasi. Prosedur yang memuat 

ketentuan musyawarah diversi yang melibatkan seluruh pihak, memperhatikan 

kepentingan korban dan kesejahteraan anak, serta menyediakan beragam 

bentuk kesepakatan yang berorientasi rehabilitatif, dan secara normatif telah 

mencerminkan dimensi basic interest, development interest, dan autonomy 

interest dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak, walaupun ketergantungan 

keberhasilan diversi tetap terletak pada persetujuan korban sebagai pemenuhan 

hak korban untuk menyuarakan pendapatnya atas peristiwa yang dialaminya 

sendiri.  
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B. SARAN 

Pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

agar syarat diversi tidak lagi bersifat kaku hanya berbasis ancaman pidana. 

Rumusan yang lebih fleksibel perlu membuka kemungkinan penilaian 

individual terhadap kondisi anak, termasuk bagi anak yang melakukan 

pengulangan tindak pidana akibat faktor sosial dan psikologis yang kompleks. 

Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 juga perlu diharmonisasikan dengan 

UU SPPA agar tidak lagi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan diversi 

di lapangan. 
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